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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINASSOSIAL.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Sosial yang disebutjuga Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Timur.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinsos merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan Organisasi Dinsos, terdiri atas:
a. Kepala Dinsos;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Kepegawaian;
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c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinsos

Pasa14

(1) Kepala Dinsos mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinsos menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Dinsos

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah
Daerah;

b. perumusan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian kebijakan di
bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan
yang ditugaskan kepada Daerah;

c. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi
Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian
kerja;

e. penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai
Kepala Dinsos untuk keabsahan naskah dinas;

f. penjalinan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk
keberhasilan program kerja Dinsos;
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g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris,
Kepala Bidang Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok
Jabatan Fungsional pada Dinsos sesuai peraturan dan pedoman yang
ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Bidang sosial,
Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalahnya;

1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun
tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1)huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinsos.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur dilingkungan Dinsos.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan

pelaporan Dinsos;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;
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d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milikjkekayaan Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melak:ukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik Daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.
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Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 7

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat [I] huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinsos.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi;
a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
b. pelaksanaan kebijakari teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan

dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan

dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan

dan jaminan sosial; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal8

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinsos.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi, pengelolaan
data pelayanan sosial serta pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria dibidang rehabilitasi sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dany atau lembaga,

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti danl
atau lernbaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi rehabilitasi soisal tuna sosial dan korban pedagangan orang
di luar panti danl atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pernantauan
evaluasi rehabilitasi sosiallanjut usia di luar panti darr/ atau lembaga;

e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIVI AIDS(ODHA)untuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Daerah provinsi;

f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZAuntuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Daerah provinsi;

g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi
sosial di luar panti dan I atau lembaga;

h. fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari
Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desay Kelurahan Asal;
dan

L pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal9

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)
huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung pada Kepala Dinsos.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan di Bidang
Pemberdayaan Sosial.

(3) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungs:
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a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta, pemantauan
dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinsos.

Bagian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 10

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinsos.

(2) Bidang Penanganan fakir Miskin sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin di Bidang
Penanganan Fakir Miskin.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penanganan fakir Miskin fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan

evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan

dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan
perbatasan antar negara;

d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
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e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
penanganan fakir miskin; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinsos.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)
huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Sosial yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinsos.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
KelompokJabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tercliri atas sejurnlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
climaksud pada ayat (3)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BABIV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal13

(1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Dinsos merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinsos, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-
masmg.

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Dinsos wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinsos wajib mematuhi ketentuan
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan.

(2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris
dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Dinsos.
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(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal16

Dalam hal Kepala Dinsos berhalangan, maka Kepala Dinsos dapat menunjuk
Kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasa117
(1) Kepala Dinsos adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi

pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIIa dan Kepala Bidang eselon
III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon
IVIa atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinsos diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib
memberikan pembinaan kepegawaian seSU21 ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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